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Pemerintah Provinsi Gorontalo Menerbitkan Peraturan Gubernur 

Pembebasan Pajak Kendaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/222393/pemprov-gorontalo-menerbitkan-pergub-pembebasan-pajak-kendaraan 

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, resmi menerbitkan Peraturan 

Gubernur (Pergub) Gorontalo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB) II, Pembebasan Pajak Progresif, Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), serta Kadaluarsa PKB.  

Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, mengatakan, program ini diberi nama 

"Untungi Poopato" (dalam bahasa Gorontalo) atau empat kali lebih untung dan mulai diberlakukan pada 

2 Mei 2023. Program ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak 

kendaraan bermotor. Harapannya, kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan tepat 

waktu semakin meningkat, apalagi dengan berbagai keringanan dan kemudahan yang diberikan. 

Sukril menjelaskan, berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam 

Negeri, Gorontalo termasuk dalam 17 daerah yang telah memberikan kemudahan kepada masyarakat 

melalui pembebasan BBN-KB II, pajak progresif, denda PKB, serta kadaluwarsa PKB. Terkait 

pembebasan pajak progresif, warga tidak perlu lagi mengatasnamakan pemilik kendaraan bermotor 

untuk unit kedua, ketiga, dan seterusnya, dengan nama istri maupun orang lain. Dengan pembebasan 

pajak progresif ini warga bebas membeli kendaraan berapa saja. 

Jika sebelumnya untuk kendaraan pertama dikenakan pajak 1,5 persen, kendaraan kedua 2,5 persen, 

sekarang tidak dikenakan lagi pajak progresif. Lebih lanjut Sukril mengatakan, untuk pembebasan 

BBN-KB II diberlakukan untuk kendaraan yang beroperasi di Gorontalo tetapi masih menggunakan 

pelat nomor dari daerah luar, termasuk balik nama dari pemilik kendaraan pertama kepada pemilik 

kedua. Program tersebut juga memberikan kemudahan kepada pemilik kendaraan yang pajaknya 

menunggak melalui pembebasan denda PKB, serta kendaraan yang pajaknya telah kadaluwarsa. 
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"Kami berharap melalui program ini akan ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya 

PKB, sehingga bisa menunjang kapasitas fiskal daerah untuk pelaksanaan program pembangunan di 

Provinsi Gorontalo," katanya pula. 

Berdasarkan data Bidang Pendapatan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, realisasi Pajak Daerah pada 

tahun 2022 sebesar Rp429,13 miliar. Jumlah tersebut mencapai 114,09 persen dari target sebesar 

Rp376,12 miliar. 

 

Sumber Berita: 

a. https://gorontalo.antaranews.com/berita/222393/pemprov-gorontalo-menerbitkan-pergub 

pembebasan-pajak-kendaraan  [diakses pada 08 Mei 2023]. 

b. https://gorontaloprov.go.id/warga-gorontalo-diminta-manfaatkan-program-pembebasan-pkb/ 

[diakses pada 08 Mei 2023]. 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur 

bahwa: 

a. Pasal 9, pada: 

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor; 

2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya Kendaraan Bermotor yang dimiliki 

dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik 

dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari 

Pemerintah dan objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

b. Pasal 95 ayat (4) mengatur bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur 

ketentuan mengenai (diantaranya) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan 

dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, mengatur bahwa: 

a. Pasal 1, pada: 

1) Angka 28 yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor; 

2) Angka 29 yang menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai 
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akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual 

beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha; dan 

3) Angka 30 yang menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda 

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang 

dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan 

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 

b. Pasal 187 huruf c yang menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku khusus 

ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai 

dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini. 

 


